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DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR . 4 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN

_' Menimbang :a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan
volume 'mgas/kcgiatan pemerintah dan pembangunan di Wilavah
Kabupaten Lampung Selatan. schingga untuk memperlancar
pelaksanaan tugas di bidang pemerintah dan pembangunan serta
guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Lampung selatan,

b. bahwa sehubungan dengan huruf  a tersebut diatas. perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan. ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Noror 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
- Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang
Daturat Nomor 5§ Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6
Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk
Kotapraja dalam lingkangan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai  Undang-undang (I embaran Negz:(ra Tehun 1959
Nomor 37}

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah  Daerah

‘t\)

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran ;
Negara 3839);



3. Peraturan  Pemerintah  Nomor 45 Tahun 199?2 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Tiuk Berat pada
Daerzh Tingkat IT;

4. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan [ smbaran Negara
Republik Indonesia Nomor §373);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 ieniang
Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamaian Seluruh
Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tzhun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN DI
- WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal 1

Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :
a. Kecamatan Ketapang;

L4

Kecamatan Sragi;

Kecamatan Rajabasa;

a0

Kecamatan Candipuro;
Kecamatan Merbau Mataram,;
Kecamatan Way Lima;
Kecamatan Punduh Pedada.
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Pasal 2

(1) Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud Pasal 1 “uruf a pada Perauran [Daerah
ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, vaitu :
Desa Bangun Rejo;

LTI

Desa Sri Pendowo:
Desa Karang Sari:
Desa Ketapang;

2 2

Desa Legundi:
Desa Tri Dharma Yoga;
Desa Ruguk;
Desa Sumur;
Desa Sumber Nadi;
J. Desa Sido Asih;
k. Desa Pematang Pasir;
L Desa Berundung;
m. Desa Tamansari.
(2) Wilayah Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam avat (1), semula
merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Penengahan.
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(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ketapang, maka wilayah Kecamatzan Penet;gahan
dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berada di Desa Bangun Rejo.

Pasal 3

(1) Kecamatan Sragi dimaksud Pasal 1 huruf b pada Peraturan Daerah inj meliputi 9
(sembilan) Desa, yaitu :
a. Desa Kuala Sekampung;
b. Desa Bakti Rasa;
¢ Desa Mandalasari;




a.

Desa Sukapura;

Desa Sumber Agung:

Desa Margajasa;

Desa Sumber Sari;

Desa Bandar Agung;

Desa Kedaung,

(2) Wilayah Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksad dalam ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Palas.

3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sragi, maka wilayah Kecamatan Palas dikurangi
dengan wilayah Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada
di Desa Kuala Sekampung.
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Pasal 4

(1) Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf ¢ pada Peraturan Daerah
ini meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu :
a. Desa Banding;
b. Desa Betung;

Desa Batu Balak:

Desa Canti;

Desa Canggung;

e o

Desa Cugung;
Desa Hargo Pancoran;
Desa Kerinjing;
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Desa Kunyjir;

Desa Kota Guring;

Desa Rajabasa;

Desa Sukaraja;

Desa Tanjung Gading;
Desa Tejang Pulau Sebesi:
0. Desa Way Muli.
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(2) Wilayah Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula
merupakan bagian dan wilayah Kecamatan Kalianda.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rajabasa, maka wilayah Kecamatan Kalianda
dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaisud dalam
ayat (1).

{4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berada di Desa Banding.

Pasal 5

(1) Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d pada Peraturan
Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
a. Desa Batu Liman Indah;

Desa Sinar Palembang;

Desa Rantau Minyak;

Desa Sido Asri;

Desa Way Gelam;

Desa Cinta Mulya;

Desa Banyumas,
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Desa Beringin Kencana;

Desa Sinar Pasmah;

-

j. Desa Rawa Selapan;

k. Desa Bumi Jaya;

1. Desa Tnimomukti;

m. Desa Titi Wangi:

(2) Wilayah Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud daiam ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidomulyo.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Candipuro, maka wilayah Kecamatan Sidomulyo
dikurangi dengan wilayah Kccamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

(4) Pusat Pemerintzhan Eecama an Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berada di Desa Titi Wangi.



Pasal 6
1) Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana diraksud Pasal 1 huruf e pada Peraturan
- Dacrah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, vaitu
a. Desa Merbau Mataram
b. Desa Suban;
Desa Tanjung Baru;
Desa Baru Ranji;
Desa Karang Raja;
Desa Talang Jawa;
Desa Lebung Sari;
Desa Puji Rahayu;
Desa Batu Agung;
Desa Tanjung Harapan;
Desa Sinar Karya;
Desa Tri Harjo;
: m. Desa Panca Tunggal;
~ (2) Wilayah Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam avat (1),
] semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Katibung,
i (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Merbav Mataram, maka wilayah Kecamatan
Katibung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
| (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam
~ ayat (1) berada di Desa Merbau Mataram.
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Pasal 7 3 :

(1) Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f pada Peraturan
Dacrah ini meliputi 14 (empat belas) Desa, vaitu :

2. Desa Padang Manis;

b. Desa Banjar Negeri;

¢. Desa Sidodadyi;

d. Desa Pekondoh Gedung;

¢. Desa Pekondoh;



- Desa Kuta Dalom;

Desa Tanjung Agung;

- D2 Gedung Dalom,;

D Sindang Garut:

Desa Baw Raja;

: peu Way Harong;

- Desa Gunung Reio;

B s podadi

 Des: Cimanuk;

tlayah Kecamatan Way Lima scbagaimana diraaksud dalam ayat (1), semula
rupeian bagian dari wilayah Kecamatan Kedondong, ,

: dibeniuknya Kecamatan Way Lima. maka wilayah Kecamatan Kedondong
kurangi dengan wilayah Kecamatan Way Lima sebagaimana dimiaksud dalam
at (1Y

‘ at Pemeriniahan Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat
berada di Desa Batu Raja.

.:,I,»:_ ., - Pasal 8

_E’j»- matan Punduh Pedada scbégaimana dimaksud Pasal 1 huruf g pada Peraturan
Daeral: ini meliputi 20 (dua puluh) Dessa, vaitu : ' 3

- Desa Bawang,

. Desa Banding Agung;

¢ Desa Baw Raja,

Desa Sukajaya Pedada;

: ‘Desa Rusaba, o

Dz Kouajewa,;

Dzz:a Kampung Baru;

D3 Kekatang;

D-sa Kunyaian;

Peza Pekon Ampat;

De3sa Umbal Limus;

D=sa Tajur,



m. Desa Maja,

a Desa Penyandmgan,

0. Desa Sukajaya Pundub,

p. tiosa Sukarang,

4. iycsa Pagar Jaya;

1. Uesa Pulau Pehawang;

s.  Desa Pulau Legundi;

, Desa Sukamaju.

12) Wilayah Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana ditmaksud dalam ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Cermin.

{3) Dengan dibeniuknya Kecamatan Punduh Pedada, maka wilayah Kecamatan Padang
Cermn dikmangi dengan wilayah Kecamatan Pufduh Pedada sebagaimana
dimaksud dalamn  ayat (1).

ayat (1) berada di Desa Bawang,

Pasal 9
Batas Wilayah Kecamaian-kecamatan sebagaimana diniaksud dalam Pasal 1 ayat (1),

Ik

Pasai Z ayat (i), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 avat (1), Pasal § ayat (1), Pusal 8 ayat (i},
- Pasai 7 ayat (1), dalamn peia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
- Daerah ini.

Pasal 10
- Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Kecamatan
~ diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Fal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
~ organisasi, (ata kerja dan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan 1. eputusan
Bupati.

{4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Punduh Pedada scbagaimana dimaksu! dalam .



Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah in, maka semua Ketentuan yang mengsiur
materi vang sama alan bericatangan Jengaii Perawcan Daciah ini dinvatakan adak

berlaku lagt

Pasal 13
Peraturan Dacran v mulai berlaku pada wanggal dundangkan agar supaya setiap
orang dapat mengetahuinya, memetintahkan  Pengundangan Peraturan Dacrah ini

dengan penempatan.ys Galam Lembaran Daerza Kabupaten Lampung Selatan.

Idsahkan &y halianda

Pedatanggal 12 = 12 = 2000

SRATI LAMPUNG SELATAN

Diundangkan di Kalianda UL ANWAR
Pada tanggai : 18 Desember 2000,

SEKRETARIS KADUSATLN

LAMPUNG SELATAN

Pembina Utama Muda

NIP. 460 013 175.

LEMBARAN DAERAH RABUPATEN T AMPUNG SELATAN
NOMO® 42  TAN N 2000.



